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NUMOR 21 TAHMUN 2601
TENTANG :

RETRIBUSI IZIN

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Neinor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka
kewenangan pengaturan Tata Rias Pensantin, 3alon
Kecantikan, Pemangkas Rambut adolah  merupakan
kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
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Pengantin, Salon Kecantikan dan pemangkas Rambut

LI [ || FEp I " . EXee e o g st " N — o =le o
adailan  dipandarg pemu mcngufur‘ periZinan afas usana
n

ity 1aaby
Ll ww

A rata D
and 7avd |

-

[ 1 e L - ~N ~ .1 . «an ~ : 2
UHUU!19 . urluung INomor > lanurt 170y lenlurlg
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( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74
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Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
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~epdifidisaraan \  LEm ranun 177V

ba
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Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70,
T n Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

ndang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undarig Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kobupaten Bunl, Morowali dan
Kabutan Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 78 )
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Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

et
Noimior 18 Tahun 1957
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Dipindai dengan CamScanner
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tchun 1983 tentana
Peiaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana ( Lemberan Negara Tohun
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Q’)l—'\e \

~ e~

8. Perafumn Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun

1598 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerch Kabupaten Banggai ;

9. Peraturun Daerdh Kabupaten Banggai Nomor 20, Tahun
2
200C  tentang Kewenangan  Kabupaten  Banggai

(Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGEAIL
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PE'R ATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAL TENTANG

ETRIBUSI IZIN USAHA TATA RIAS PENGANTIN,
SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

P

ow

Daerah adalah Kabupaten Banaaai

Daeirah T T T N T T Y JUUPU SR
Pemerintah Daeran adaian Kep la Daeran beserta pcrung'r\uT daerdn otonom
vana lain sebaaai Radan leglsljif Daerah :

. vat Deerch selenjutnya disebut DPRD adald
Perwakilan Rakyat Daerch Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif

Daeran Kabupaten Banggai ;

'

ai
Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupa’ren Banggai ;

ata rias pengantin adajah suatu usaha yang mznylapkan peraiatan pakaian /

an -Fnc' ||+nc' unful/ menata ru an an da

aloai
' n - SRALII RIS R R a1 uullv\.u ' rnm\ ian aan

d
perlatan serta merias wamh dan rambut dengan menggunakan perlatan tata

rias yuuy Tblarl rer DUUIU ‘

Salon Kecantikan adalah suatu uscha vang menved;akan tempat, pemlamn dan
fasilitas untuk memotong, menafa, merias rambut dan waJan dengan
Alntan +a+a n;ns_

Uscha Pemangkas Rambut adaleh suatu useha yang menyediakan tempat,
an fasilitas untuk mEmu‘l’Oi‘lg, menata dan imeirias rambut,

Modal Usaha odaloh Nilai Peralatan vang digunakan, tidak termasuk nilai
bangunan fempat usaha.
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10, Surat Pendaftaran Objek Retpi

g \ . . . . N

date obiek Doy 9 digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
nTn 1> 1 a) . N .

~eTe OBjeX Retribusi dan Wajib Detribus czbagai dasar perhitungan dan

b " q uang menurut Perundang - undangan Retribusi
agitan. i .

11. Surat Kefefqpan Retribusi Daep
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Jumlah Retribyg; y

ana +a

ang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebin Bayar yang selanjutnya disingkat
SKROLB, adaldh surat  keputusan yang menentukan jumlai"l kelebinan
FEES/Aran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

F_.
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5
)
'—
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)
2
=

SUA ar 1 aginan Raf“:l" 3i

ricusi Dacrah yang sa!anjufnya disingkat STRD, adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan
atau denda,
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Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadan
BT, SKRDLB atay terhadap pemotongan atau pungutan oleh
iajuken cleh Wajib Retribusi,

16.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatar untuk mencari, mengumpulkan dan
mengoian data dan atay Keterangan lainnya dalar rangka pergawasan
kepatuhan hemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Pezraturan
Perundang - undangan Retribusi Daerah.
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17. Penyidiken Tindak Pidana dibidang Retribusi Deerch adalch serangkaian
tindakan vang dilakukan oleh P I

dapat disebut Penyidik, untuk mencapl Serta menguhipuikan bukti
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan Tersangka.

BAB II

A OBTEY N A At M Ty A A eT
\A, VDucN UAIN QPUVUDJV CN RKCikiDUVOL

Pasai 2

Dengan nama Retribusi izin usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan

pemangkas rambut dipungui retribusi sebagai pembayaran atas peiayanan izin
usoha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut,

r i lfan setiap vscha p
pemangkas rambut.

Fasai 4
»

Subjek Retribusi adaich orang pribadi atau badan yang menyeienggarakan usaha

(SN Py +il, i Pt ¥ets

&h Recanvikan dan pelnungr(as ram

Dipindai dengan CamScanner
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BAB ITI
GOLONGAN RETRIBUS

i

Pasai

Retribusi izin usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut
digoiongkan sebagai Retribusi Perizinan 1 Ter"renTu

BAB IV

PERIZINAN
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(2) Untuk memperolen izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan
nor‘mnhnnnn tertulis L’ngdg BUP"TI f‘n Dinas Pariwisata.

(3) 1zin Uscha berlaku sepanjang perusahaan tersebut masih ber jaian dan wajib
didaftar ulang setiop tchunnya.

(4) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diajukan

')

selambat - latibatiya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa satu fahunnya.

Pasal 7

Izin usana fata rias, salon kecantikan dan pemangkas rambut dapat dicabut

anabila : '

a. Pemegang izin tidak lagi mementhi syarat - syarat yang ditetapkan dalam
surat izin ;

b. Pemegang izin Tidak menunjukan Kegiatan usana seiama 1 (satu) tanun
berturut - turut

¢. Pemegang izin memindahtangankan izinnya;

d.  Pemegang izin melanggar peraturan perundang - undangan yang berlcku ;

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa uscha Tata rias pengantin, salon kecantikan dan

pemangkas rambut didasarkan atas besarnya golongan modai usaha.

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VI
FEINSIP DAN SASARAN DALAM
PENET AP AR STRUKTUR DAN BESADNVA TADTF
Pasal ¢

m
Prinsip dan sasaran dalam pen

menutup gebagian atau sam

; /
tata rias pengantin, salon kecantikan d
d

pemoinaan aan P?.TIQGWGSG"

L] 3 r [} . H : 0 . [}
eTapan Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
o

Fa)
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®
@w
[t
33
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2
S
o
S
o
3
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o
o
3

ggaracn pemberian izin uscha

o
3
o

emangkas rambut dalam rangka

2B ~a 1 . r ¢ o = ) B y .
() oTrukiur tfarif refribusi didasarkan atas jumlah modal usaha dengan
penggolongan sebagai herikut

a. Gelongan I medal usahanye sampai  dengan  Rp.  1.000.000 -
(satu juta rupiah)

b. Golongan II modal usdhanya diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
sampai dengan Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah).

¢. Golongan III moda usahanya diatas Rp. 5.000.000,- (iima Juta rupiah)
aarmnat damaan D 1 sanulub it a miinia
.n.uup\.u Gyl rQ'J ‘.0.000.000,‘ \uopu!uh Jufu Vupi -),

d. Golongan IV modal usahanya diatas Rp. 10.000.000 - (sepuluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 25.000.000 ~ (dua puluh lima juta rupich).

e. Golongan V modal uschanva diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah ).

(2) Penetapan penggolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan denaan
Kepuatusan Bupali Cq. Dinas Fariwisaia berdusarkan nasil perelitian di
lahangan

r =
1 N - -

(1) Besarnya tarif retribusi izin usaha ditetapkan sebagai berikut
a. Golongan T Rp,  15,000.-/5 tehun
b. Goiongan II Rp 50.030,- / 5 tahun
€. Golengan III Rp. 100.000,- /5 tehun
d. Golongan IV Rp 200.000,- / 5 tahun
e. Golongan V Rp.  350.000,- / B tanun

(2) Untuk perpanjangan izin sefiap tahunnya dikenakan tarif retribusi sebagai
berikut :

a. Golongan I Rp 10.000,-
b. Golongan II Rp.  25.0C0C,-
¢. Golonaan III Rp, 50,000 -
d. Golongan IV Rp.  100.000, -
e. Gelongan V Re,  200.000 -

Dipindai dengan CamScanner




Pasai i2

v
Retribusi vang terutang dmunauT di Wilayah Daerah Kabupaten Bcnagai sebagai
TempGT usana tata rias pbngunTm salon kecantikan d aan pemangﬂas rambuf.

\ BAB IX
LACA DETRTOI JoT
mAcA REinicuSl DAN SAAT RETRIBUST TERUTANSG
] -
rasali 13 *

Pasai 15

(1} Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dengan jelas, benar dan ler <ap
serta ditanda tangani olen wajib Rett ibusi atau kuasanya.

(2) Bentuk, isi serta tata cora pengisian dan penyampaian SPAORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oieh Bupati.

~—~~
[y
a2

- Q

«

=

C

o]

g [ nJlANnKN _,_L - P | N1l e
dirrkdii  OrawvwKuv  S€o 9G|mdr10 u:ﬂ'\uk;ud pada rasai 15 uYuT (1)

ang dengan menerbitkan SKRD, |

-

(2) Apabila berdasarkan hasii pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data
yang semula belum terungkap yeng menyebabkan penambzhan jumlch
Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SK RDKBT

e A P UL [ S T U e JENUN I UURNNY ~f /1 5 ¥ o YU Wy I SO CUOU | [ e [

\9) MUK, iSi aan rara ¢ Tan SKKRU didd Senagairiana diridksud paada

Dipindai dengan CamScanner



A CARA PEMUNGUTAN
Pasai 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan 5KROKB

=

BAB XIII

SANKST ADMINISTRASI

Pasal 18
| : ; .o
W nal wajib Retribug +idak ..ar"bcr ‘ar tepat pada wak tunya atau kurang

membavar dikenakan sanksi administrasi ber'uoa denda sebesar 2 7 (dua persen)

-~
N

Pl
~—-

RAR XTIV
TATA CARA EMBAYARAN
Pasal 19

g terutang, haru
i
N

aran Retribusi yan aligu

Retribusi yang terutang dilunasi seiambat - iambcn‘ny 15 (hmu beias) hari
rbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.

Pembayeran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemohon

kepada bendanarawan khusus penerimaan Dinas Pariwisata yang selanjutnya
menvetor ke Kas Daerdh melalui r-ollomrm Dinasg ppndgnnfgp Dnor'nh

Kabupaten n Banggai serta mcnglmmkan tembusan bukti setoran kepada Dinas

aowna Ak
U i nuuwu

3
CD
3

ak jafu.. tempe pembayaran.
Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribus; wajio melunasi Retribusi
yang terutan '

+
Surat tequra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeiuarkan oleh pejabat
d

! >
RV b

Dipindai dengan CamScanner
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BAB XVI
A CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2i

Wajib Retribusi dapa i
Bt ot pany Pt mengajukan permohonan keberatan harya kepada
p . au Fejapbat yang aifunjuk atas SKRD, SKROKBT dan SKROLB
fa) lkoh . ) . .
Permchonan keberatan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam Jangka wakiu paling fama
6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD | -
penaajuan keberatan tidak menunda pembayaran,

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling fama 2 (dua) buian sejak
tanggal SKRD, SKRDKRT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib

f'_ef""b‘-'Si tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dan

| A lirmm Laliyimama
o} UGH nor\Uquunnya.

ak
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2)

\ . ' . . ' . . ]
dan (3) tidak ailanggap sebagai surat keberatan, seningga tidak
dipertimbangkan

3

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

Pasal 22
Bupati dalam jangka woktu paling iama 6 (enam) bulan sejak tanggai surat
= : e
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang digjukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menoiak, atau menambah besarnya Refribusi yang terutang.
Apabila jongka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telch lewat dan

—-— === <Y

Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut.

Q.
5
Q.
)
r
5

BAB AVIL
PENCEMRAITAN VEILERTHAN PEMBAYAD AN
Dacal 22
1 uoul )

. . . o . i o . . .
Atas kelebinan pembayaran Retribusi, wajio refribusi dapat mengajukan

nermahonan nennembalian kenada Runati

permohonan pengemba pada Bun

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan keputusan,
Apabiia jangka wakiu sebagaimana aimaksud pada ayat (2) telan dilampadi

dan Runati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan

—
~~~

Dipindai dengan CamScanner
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Apablla wajib retribusi

' ', o-°t mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran  retripusi

sebagaima i i (1)
diperhitungkan untuk me!uncs??e?l;;ih jl;;‘ﬂ;:lﬁcgl:;rgj; f:*)se:;:fg k.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 'pada
ayat (1) dilakukan dalam Jangka waktu naling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB, |
Apavila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar
2 % (dua persen ) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
nama dan alamat wajib retribusi
masa retribusi

Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis

' ;
pesarnya kelebihan pembayaran ;

‘

a

b

Cc

d. alasan yang singkat dan jelas,
Pe

rmohonan pengembalian keiebihan pembayaran retribusi disampaikan

angsung atau melalu

Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat pertiononan diterima oleh Bupati.

~ ) ~r
rasali <9

Damimdals Mavbhowinn Lalaki
CENINTAA (EMOTYar Reieo

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) pembayaran
dilakukan dengan cara pemindshbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran. '

Rupati dapat memberikan

o)
—
o
(=
=
o
=
3
[Se)
o
3
o !
3
=
o
—
3
o 3
C
@

Pembebason, pen
pada ayat {1) den
untuk mengangsur.

ata cara pengiirangarn, Reringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh

i
Runati,
r
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Pasai 27

Hak uniuk mela} i ibusi

g o elf'(}.ﬂfa“ Penaginan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
Jangka WGKT.U  \Tiga) fanhun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib petribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi

. ; = Ine  Hindak pidana dibidar g retribusi,
Kadf.luwarso penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh

apabila

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau

o
X
o]
o]

O
3]
3

o

Q
X
c
jo]
3

c

=

o]

3

AAN S\
DAMAD AN
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28
Dol _an_ o mad . i o) Seak b N ) 1
rejacai Pegawai Negeri Sipil tertentuy agilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daiam Undang - undang
Nemor 8 Tehun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

menerima, mencari, me

F|

P | e U LI T |
Nnyumpuikan aar rnchc]nl r\cmr'ungan diau 1apoitan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :

meneiiti, mencari dan mengumpuikan keTerangan mengenai oran

at
“i

o

[Xe]

dilekukan =
LT AN ~A ~

A 2lic s T T o T S PPue Y TR PR
sldriyan ddn oandin oURTi- aditi virang I.Jl'lbUU| av

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

Q.

menerima buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain
e

(8]
3

ndak pidana dibidang Retribusi Daergh -

ggeledahan untuk mendapat oahan bukfi pembukuan,
pencatatan, dan dokumen ~ dokumen serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut :

meminta bantuan tenaga ah

—

doimmad mada aaad
rempdr padd saai

0
3
[}
3

~
cC
3
cC
S5
o
o
1.
=
[
b |
=

3

o
o]
-3

o]

3

0 10
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o
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e

o

=3
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3

(Ko}

3

o

=4

Ke)
s
=
o -
3
p
c
o]
3
[Ke)
o]
3
o]
j= 8
o]
cC

iksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

-

! ! r
pada huruf e ;

>

memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda pidana Retribusi

Daerah :

[P
~

(4
§

=%
)

-+

e et T ol Ve

>
{ I

5
o
cr

i memanggil orang untu
tersangka atau saksi :
menghentikan penyidikan ;

melakukan tindaken lain

K

'an snvidilkan t+indna
axukar an envidikaon Tinda

Ixy

Pidana  dibidang Retribusi Daerah menurut  Hukum yang dapat

P T v U HPSPP. 5 o %
UIPCI'IUIIE’yullyJuWub}\G“ '
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Ksanakan kewajibannya sehingga merugikan
K

na xurungen paling lama 6 (enam) bulen ate

00.000.- (leaJuta rupiah).

d .
maksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah doi
disetor lana ng ke Kos Daepah

©=

gaimana dirm
asi
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Pasal 30
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Perafuran Daerdh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai.
Disahkan di Luwuk
raaa tanggal 6 Juli 2001
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Pada tanggal 7 Juli 2001
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